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ABSTRACT

The village social and political development nowdays tend to show in the uncertain
condition and mistrack. On one side, in the rural community there is much basic weakness such
as the low degree of human resource, natural resource, cultare, financial, and political and the
econoniic infrastruciure. The commitment of elite leadership (Village Legisiative Body {BPD},
Head of Village and its personnel) tend to be weak hear the village community aspiration. On
other side, the central government (including local government) articulate that the decentralization
process, democracy and village autonomy is also show the mistrack The attempt to impelement
tightly the legislation of the village antonony that must be obeyed and the legislation homagenity

Jforat least a district/ ity is clearly “the betrayal” fo nature of autonomy itself.

In such condition so the short term attempt that cowld be immediately done to reduce the
problem  is to make arrangement (semse  straighting), conscinosness, and the political
empowerment both for the village community and the central and local government. In addition,
the misperception and unconcionsness on decentralization, democracy and the village antonomy
couid be done by understanding the decenitralization, democracy and the village community active
participation in the real meaning that become the main pole of  decentralization success and
village antonomy.

This writing contains the strategic management and suplementary and barrier factors in
impelementing the village antonomy. Then as a anticipative atiempt to reduce of unlimited and
irvesponsible freedom impact, anarchy participation, and not respect the humanity aspect.

Keywords: Implementation, Democracy,Village Autonomy.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia masih
mengalami krisis yang berkepanjangan
hingga sekarang. Hal ini telah
membawa dampak hampir pada
seluruh aspek, komponen dan tatanan
kehidupan rakyat Indonesia.
Walaupun terasa getir dan  pahit
karena menimbulkan keterpurukan di
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segala bidang bagi rakyat Indonesia,
namun hikmah positifnya
menimbulkan ide dan dasar pemikiran
yang menumbuhkan reformasi total di
dalam segala aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Fokus dan lokus reformasi
total untuk mewujudkan terciptanya
masyarakat madani (Civil sociefy) dalam
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tatanan kehidupan betbangsa dan
bernegara dengan memiliki nilai-nilai
Good governance (tata kepemerintahan
yang baik) yang menanamkan nilai-
nilai demokrasi, kejujuran, keadilan,
keterbukaan, berorientasi kepada
kepentingan rakyat serta bertanggung
jawab kepada rakyat (Budiyanto,
2000:17).

Keinginan rakyat Indonesia
menginginkan perubahan dalam dunia
politik, namun masih tetap
menjunjung tinggi adat ketimuran,
rakyat menginginkan pula pembauran
etnis serta dikuranginya Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari
semua birokrasi pemerintahan,
menjunjung tinggi keadilan,
keterbukaan, serta negara yang
demokratis berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945
(Budiyanto, 1999: 23).

Tuntutan reformasi baik di
tingkat pusat maupun lokal/desa, dan
maraknyza ketidakpuasan daerah (juga
di pedesaan) terhadap ketidakadilan
pusat telah memaksa penguasa
transisional Habibie untuk lebih
melimpahkan kekuasaan sosial-politik
dan sosial-ekonominya kepada pihak
daerah (desentralisasi kekuasaan).
Terbitnya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 merupakan usaha untuk
mengatasi tuntutan reformasi.
Walaupun demikian gejala umum yang
semakin marak adalah besarnya
tuntutan "reformasi” (penggantian) di
tingkat desa yang seringkali disertai
dengan tindak kekerasan dan
kerusuhan. Kondisi ini telah
memunculkan kesadaran baru bahwa
sebenarnya inti otonomi daerah adalah
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otonomi di desa. Babkan untuk banyak
wilayah, terdapat gejala yang
menunjukkan bahwa otonomi daerah
seringkali meminta basis yang lebih
rendah dati hanya sekedar pada tingkat
desa, namun harus pada tingkat

dukuh/dusun.

Sejak Undang-Undang
Nomor 22 tahun 1999 mulai
betlakunya tanggal 1 Januari 2001,
daerah diberi kewenangan untuk
mengatur daerahnya sendiri
(otonomi). Namun keleluasaan untuk
mengatur daerahnya tersebut tidak
dapat dipergunakan semena-mena,
akan tetapi keterbatasan hak dan
fungsi otonominya menurut
kehendaknya dengan
mempertimbangkan kepentingan
daerah lain dan kepentingan nasional
secara menyeluruh dalam ikatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Inti persoalannya, supaya
daerah tersebut dapat berfungsi
sebagai “daerah otonom” yang
mandiri, berdasarkan asas demokrasi
dan kedaulatan rakyat tanpa
mengpganggu stabilitas nasional dan
keutuhan persatuan dan kesatuan
bangsa. Selain itu, setiap negara dalam
mencari titik keseimbangan yang
bersentuhan dengan tuntutan-
tuntutan dan pengakuan hak-hak
rakyat yang hakiki seperti hak-hak
asasi, hak atas tanah serta hak-hak
hidup yang berkelanjutan melalui asas-
asas demokrasi dan sebagainya selalu
memperhitungkan pertimbangan-
pertimbangan ekonomi, politik, sosial,
kesejahteraan dan keamanan.

Kemudian penekanan yang
lebih mempertimbangkan kriteria
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kepentingan lokal akan melahirkan
pcmerintahan . yang bercorak
desentralisasi, yang akan diimbangi
dengan kriteria kepentingan nasional
yang tetap akan menjamin identitas
dan keutuhan bangsa serta
kepentingan nasional secara
keseluruhan yang akan melahirkan
center of power (pemusatan kekuasaan)
yang terbatas. Dengan demikian,

emerintahan yang bercorak
sentralistik dapat dibatasi tanpa
mengabaikan kriteria atau
standardisasi, baik secara nasional
maupun internasional.

Pandangan umum tentang
pemerintaban yang sentralisasi
semakin kurang populer, sebab
ketidakmampuannya untuk
memahami secara tepat akan nilai-nilai
budaya daerah atau sentimen aspirasi
lokal. Alasannya, rakyat akan lebih
aman dan tentram dengan badan
pemerintah daerah yang lebih dekat
dengan rakyat, baik secara fisik
maupun psikologis. Dalam hal ini, elit
politk (pemetintah) tidak perlu takut
dan khawatir kepada daerah, justru
daerah tidak akan menimbulkan
dampak disintegrasi dan tidak akan
menurunkan kewibawaan pemerintah
malah sebaliknya akan menimbulkan
respon positif  daerah terhadap
pemerintah pusat. Dengan kata lain,
“kepentingan aspirasi lokal, artinya
kepentingan yang memprioritaskan
pada aspirasi daerah khususnya daerah
kabupaten/kota terutama di desa-
desa, sehingga prinsip yang mengatur
otonomi desa dalam arti sesungguhnya
belum dapat diwujudkan dengan jelas
dan benar”.
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Kilas balik bahwa UU No. 5
tahun 1974 tentang pokok-pokok
pemerintahan di daerah dan UU No. 5
tahun 1979 tentang pemerintahan di
desa (Lembaran Negara Tahun 1979
Nomoer 56, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3153). Artinya asas
desentralisasi bersama-sama dengan
asas dekonsentrasi yang pada
kenyataannya masih mengarah ke asas
sentralisasi sudah dapat digeser oleh
UU No. 22 tahun 1999 tentang
pemerintahan daerah. Di dalam UU
No. 22 tahun 1999 tersebut
terkandung asas desentralisasi tetap
bersama-sama asas dekonsenttasi
untuk mewujudkan otonomi seluas-
luasnya yang diimplementasikan pada
propinsi, dan dititkberatkan pada
kabupaten/kota terutama di desa-desa
atau nama lain sesuai dengan dacrah
tempatdesaitu berkembang,

Pemerintah Republik
Indonesia telah menetapkan UU No.
22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah yang didalamnya, memuat
dengan tegas dan jelas mengenai
otonomi daerah dan otonomi desa
{otonomi asli desa). Artinya UU No. 22
tahun 1999 tersebut memberikan
keleluasaan desa untuk otonomi yang
cukup luas tetapi otonomi tersebut
oleh desa belum banyak terbentuk,
karena kebanyakan masih
“peninggalan warisan” desa yang
berdasarkan pada UU No. 5 tahun
1979 yang pada dasarnya kekuasaan
dipusatkan pada kepala desa (Kades).
Menurut UU No. 22 tahun 1999,
desapun diatur sesuai dengan prinsip
demokrasi dimana Badan Perwakilan
Desa (BPD) diberi wewenang sebagai
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badan legislatif dan mempunyai
wewenang efektf untuk mengawasi
Kepala Desa (Kades) sebagai badan
cksekutif beserta perangkat-
perangkatnya (pamong). Artinya, kalau
Kepala Desa (Kades) menjalankan
pemerintahan desa tidak sesuai lagi
dengan peraturan desa dapat
diberhentikan oleh Bupad atas usul
Badan Perwakilan Desa (BPD).

Namun hingga sekarang
pemerintahan desa belum banyak yang
diatur, sehingga kegiatan reformasi
masih berkutat di sekitar
kabupaten/kota. Dengan demikian
rakyat di desa masih tetap menjadi
orang yang diperintah dalam ard
belum aktif menjadi orang yang
menentukan isi dari peraturan
perundang-undangan yang harus
dilaksanakan oleh rakyat desa tersebut.
Kata lain bahwa demokrasi dalam arti
sesungguhnya belum berjalan sesuai
dengan yang diharapkan, sebab
kekuasaan belum sampai ke tingan
rakyat desa yang masih terfokus pada
partai politk dan anggota-anggota
DPRD yang belum tentu dikenal oleh
rakyat desa secara pribadi atau
personalitas.

Kemudian masalah/kendala
utama yang terjadi pada implementasi
otonomi desa secara generalisasi di
desa-desa yaitu:

1. Masih kuatnya kebijakan
sentralisasi membuat semakin
tingginya ketergantungan  desa-
desa kepada pusat yang nyatis
mematikan kreatifitas, inovasi,
diskresi masyarakat desa beserta
seluruh perangkat-perangkat
(pamong) desa. Artinya, semangat
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otonomi desa masih diwarnai bias
sentralisasi yang cukup kental dan
keberpihakan sebagian pihak
(pejabat pemerintah, tokoh
masyarakat, LSM dan akademisi)
akan bentuk riil patologi
administrasi publik yang masih
betsifat sentralistik.

. Masith adanya kesenjangan yang

lebar antara daerah dan pusat dan
antar daerah sendiri dalam
kepemilikan sumber daya alam,
sumbet daya budaya, sumber daya
keuangan, infrastruktur ckonomi,
politik dan tingkat kualitas sumber
daya manusia. Artinya, mekanisme
mengotonomikan desa tidak hanya
semata-mata disebabkan buruknya
faktor-faktor pendukung seperti
masalah rendahnya kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM), alam,
keuangan, budaya, ekonomi,
polidk, melainkan pada konsisten
implementasi faktor-faktor
pendukung tersebut. Kemudian
masih lemahnya komitmen elit
pimpinan (BPD, Kepala Desa
beserta perangkatnya) dalam
mendengar aspirasi masyarakat
desa.

. Implementasi otonomi desa

cenderung “srereotype”  sehingga
menimbulkan kesan bahwa
pelaksanaannya (implementasi)
demokrasi yang masih nampak
setengah hati dan belum mampu
membawa “angin segat” kepada
perubahan aktifitas pemerintahan
di tingkat lokal/desa. Otonomi desa
belum dapat dilihat pada tataran
implikasi positif, baru pada tataran
wacana apalagi implementasi
demokratisasi di tingkat desa.
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4, Reformasi otonomi daerah
khususnya otonomi desa bertujuan
meningkatkan taraf hidup rakyat
terutama rakyat desa baik ekonomi,
sosial, budaya, politik dan
administratif (kabupaten/kota)
belum mampu menghilangkan
kenyataan kontrakdiktif dalam
menumbuhkan ckses-ekses
demokratisasi di tingkat desa.

5, Ketidakberanian melaksanakan
“guidelines” otonomi desa, sehingga
tetjadinya penolakan nasionalisasi
baik formalisasi maupun

struktarisasi akan potensi-potensi -

lokal melalui pendekatan ikatan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia schingga membentuk
wacana konstruktif dalam
mewujudkan Local Democracy
(demokrasi lokal) dan “Good
Governance” (tata kepemetintahan
yang baik).

6. Adanya keinginan untuk investigasi
asal-usul otonomi desa asli yang
pernah dimiliki oleh desa-desa,
sehingga terbentuknya desa yang
mandiri seperti tugas pokok dan
fungsi perangkat-perangkat
{pamong) desa yang jelas dan tegas,
penggunaan hak-hak ulayat,
kelembagaan adat/sosial, ckonomi,
politik yang mendukung adat dan
otonomi desa. Kemudian hasil
investigasi yang diperoleh sebagai
pedoman/acuan untuk
merencanakan atau proyeksi masa
depan agar desa-desa menjadi desa
mandiri (mengelola rumah
tangganya sendiri).

Selanjutnya, kendala-kendala

yang terjadi pada implementasi
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demokrasi dalam otonomi desa
tersebut sangat menarik untuk dikaji
batk secara teoritis maupun empiris.
Saat ini ada kecenderungan bahwa
implementasi demokrasi dalam
otonomi desa belum banyak berjalan
sesuai yang diharapkan berdasarkan
UU No. 22 wahun 1999, sehingga
penulisan ini sangat diperlukan.

PERUMUSAN MASALAH

Era reformasi, masyarakat
desa cenderung masih dalam tahap
penyesuaian (adaptasi), proses
pembelajatan (larning process), dan
mencoba memahami kehendak
reformasi.Terutama dimotori oleh
kaumpemikir,cendikiawan/intelekeual
dan tokoh-tokoh masyarakat serta
didampingi beberapa Lcmbaga
Swadaya Masyarakat (LSM).

Dilain pihak, masyatakat desa
umumnya masih terbiasa diatur dar
hirarki di atasnya, tentu saja dengan
“juklak (petunjuk pelaksana)} dan
juknis (petunjuk teknis)”. sehingga
menyikapi masalah yang mungkin
dihadaps, tidak secara aktif tetapi pasif,
khususnya yang menyangkut
permasalahan kebijaksanaan
pemerintah yang tertuang dalam
undang-undang dan peraturan-
peraturan. Oleh sebab itu, masyarakat
desa tidak dapat membedakan mana
yang disebut demokrasi dan mana yang
disebut otorisasi. Sampai saat ini pun
masyarakat desa hampir tidak tahu
kesalahan “Orde Baru” dalam
mengebiri demokrasi. Masyarakat desa
masih berpendapat bahwa Bapak Orde
Baru yaitu Socharto disebut *bapak
pembangunan”, sebab masyarakat
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desa cenderung masih merasakan
dampak dari hasil pembangunan
seperti; Listrik masuk desa, subsidi
pupuk, kredit Bimas, pembangunan
jalan beraspal, bangunan gedung
sekolah, transportasi yang mudah,
bahan sandang dan pangan yang
melimpah, dan lain-lain yang tidak
diterni di jaman Orde Lama. Bahkan
rakyat di desa hampir tidak merasakan
dampak “ktisis ekonomi™.

Dijaman Orde Baru
sebenarnya sudah ada contoh
sederhana yang bertentangan dengan
demokrasi, yaitu seorang kepala desa
tidak dipilih oleh rakyat di desa, tetapi
oleh lembaga lain yang saat itu
legalisasinya memenuhi syarat untuk
memilih kepala desa.

Yang diperlukan saat ini adalah
bagaimana memperbaiki hal-hal yang
saat ini tidak baik, bukan mencari-cari
siapa yang salah, Walaupun kesalahan
itu perlu diketahui tetapi tidak untuk
dihujat,dimusuhi,dikambinghitatmkan,
tetapi dibenarkan, diluruskan hingga
terwujud demokrasi yang mengantar
masyarakat desa lebih sejahtera.

Kader-kader demokrasi di
tingkat desa saat ini jumlahnya belum
cukup, masih sangat sedikit warga
masyarakat yang peduli kepada
pemecahan petrmasalahan desa.
Walaupun di tingkat dukuh/dusun
kader-kader tersebut sudah ada cukup
banyak, diperlukan suatu kiat tertentu

untuk membawa masyarakat ke tingkat
desa mandiri.

Implementasi demokrasi
dalam otonomi desa pada umumnya
tdak dapat diabaikan begitu saja tanpa
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penanganan yang scrius. Apabila
dibiarkan secara terus menerus, maka
akibatnya akan membahayakan
tatanan kehidupan demokrasi
masyarakat desa, sendi-sendi sosial
dan budaya masyarakat desa,
terganggunya tujuan negara serta
program-program pemerintah lainnya.
Atas dasar fenomena tersebut, maka
dalam penulisan ini akan dibahas
pemecahan masalah tentang
implementasi demokrasi dalam
otonomi desa.

Mengingat beberapa kendala,
asumsi dan realitas yang terjadi, maka
timbul pertanyaan sebagai berikut:
Bagaimanakah implementasi
demokrasi dalam otonomi desa i
desa-desa pada umumnya? dan faktor-
faktor apa yang mendukung dan
menghambat implementasi demokrasi
dalam otonomi desa di desa-desa
tersebut?

TINJAUAN PUSTAKA
1. Konsep Implementasi

Implementasi merupakan
salah satu proses kebijakan publik
dalam sebuah negara. Biasanya
implementasi dilakukan setelah sebuah
kebijakan dirumuskan dengan jelas,
termasuk tujuan jangka pendek,
menengah dan jangka panjang,

Jones (1984) merumuskan
implementasi sebagai a process of getting

additional resources 50 as fo figure out what is
20 be done.

Ripley (1982;4) merumuskan
implementasi sebagai a set of activities
that folllow statemens of intent about
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progran goals and desired result by
government officials. Implemeniation
encompassed actions (and reactions) by a
variety of actors, especially bureaucrates,
designed to programs into effect, ostensibly in
such a way as to achieve  goals.

Pemahaman implementasi oleh
para pakar tersebut, bahwa
implementasi merupakan suatu
rangkaian aktifitas dalam rangka
menghantarkan kebijakan kepada
masyarakat schingga kebijakan
tersebut membawa hasil sebagaimana
yang diharapkan. Rangkaian kegiatan
tersebut mencakup;

Pertama, persiapan seperangkat
peraturan lanjutan yang merupakan
interpretasi dari kebijakan tersebut,
seperti: Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden,
Peraturan Daerah, Peraturan Desa dan
lain-lain.

Kedna, menyiapkan sumber daya
mengerakkan implementasi termasuk
di dalamnya sarana dan prasarana,
sumber daya keuangan dan penctapan
siapa yang bertanggungjawab
melaksanakan kebijakan tersebut.

Ketiga, mengantarkan kebijakan
secara kongkrit ke masyarakat.

Kemudian Merilee S Grindle
(1984), mengidentifikasi ada 2 (dua)
hal yang sangat menentukan
keberhasilan dati implementasi yaitu
Isi Kebijakan dan Konteks dari
Implementasi itu senditi yang secara
terperinci diidentifikasi sebagai
berikut:

- a. Content of Policy
1. Interest affected (kepentingan siapa

Volusre 6, Nowor 1 (e 2002}

saja yang terlibat)

2. Type of benefits (macatﬁ-macam
manfaat) 7

3. Extent of change envisioned (sejauh
mana perubahan akan
diwujudkan) _

4. Site of decision making (tempat
pembuatan keputusan)

5. Program implermentors (siapa yang
menjadiimplementor agensi)

6. Resources commiited (sumber daya
yang disediakan).

b.Context of Implementation

1. Power, interests and strategy of actors
involved (kekuasaan, kepentingan,
dan strategi para akror yang
terlibat)

2. Institutions and regime characteristics
(karakteristik Jembaga dan rejim)

3. Compliace and responsiveness (sesuai
dengan kaidah dan tingkat
responsif).

Mengingat pemahaman Grindle
tersebut menunjukkan bahwa
keberhasilan dari implementasi sebuah
kebijakan ditentukan oleh banyak hal,
terutama yang menyangkut
kepentingan-kepentingan yang tetlibat
di dalamnya. Artinya sebuah kebijakan
yang sederhana tentu tidak melibatkan
kepentingan banyak orang, kelompok
dan dalam masyarakat schingga tidak
akan membawa perubahan yang besar.
Sebaliknya semakin melibatkan
banyak kepentingan, maka
keterlibatan seseorang atau kelompok
dalam implementasi kebijakan
tersebut akan sangat tergantung
apakah kepentingannya terlindungi
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atau bahkan orang atau kelompok
tersebut akan memperoleh manfaat
yang tinggi atau tidak. Kalau
kepentingannya terlindungi, maka
seseorang akan berusaha untuk tetlibat
dalam implementasi karena
manfaatnya pasti akan sampai kepada
yang bersangkutan. Sebaliknya
kepentingan seseorang terganggu atau
akan merugikannya, maka dengan
_sendirinya akan mempertimbangkan
manfaat keterlibatannya, bahkan
mungkin akan menghalangi
implementasi sebuah kebijakan.

Begitu juga dalam masyarakat
desa yang sedang menemukan jati
dirinya dalam membentuk demokrasi,
implementasi akan berhadapan
" dengan berbagai masalah. Dalam
masyarakat tersebut akan sangat sulit
menghormati aturan main yang sudah
ada apalagi kalau aturan main itu
sangat menggangu kepentingan
masyarakat desa tersebut.

Kemudian Quade (1982)
menyatakan proses implementasi
kebijakan dengan bagan sebagai
. berikut:

Implamantaian Target
Organization Group

Polleymaking Pollcy

Kemudian bagan/model
tersebut dari proses implementasi
kebijakan diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia sebagai berikut:

| Organliasl I IKB|DI11P0|!I
. ]

Prosss
Penyusunan
Kebljakan

Hebl|akan |deal

Terwlona

I Enviromental Factors |
_ =5

Sumber: Diadaptasi Quade:1982:311.

El)

] Faktor-Faktor Lingkungan I

[

Sumber: Diadaptasi Quade, 1982.

¥

e
e

Mengingat pernyataan dan
pemahaman dari bagan tersebut,
menunjukkan bahwa implementasi
proses kebijakan (Quade:1982) yaitu
kebijakan-kebijakan yang dirumuskan
hendaknya dari Bottors-Up Planning,
bukan Top-Down Planning karena lebih
menampung aspirasi implemnentor dan
masyarakat, sehingga akan lebih
mendukung suatu kebijakan yang
berhasil. Quade lebih menekankan
pada variabel organisasi, kelompok
sasaran dan variabel lingkungan dalam
implementasi proses kebijakan.

Pemahaman pada bagan
implementasi proses kebijakan
tersebut, maka penulis mendefinisikan
implementasi adalah : apa yang terjadi
setelah peraturan perundang-
undangan ditetapkan yang
memberikan otorisasi (kewenangan)
pada suatu program, kebijakan,
manfaat dan atau suatu bentuk ouzpat
(keluaran) yang jelas (fangible),
sedangkan rugas implementasi adalab
menjadi penghubung yang
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;

memungkinkan tujuan-tujuan
kebijakan publik menjadi hasil
(outcomes) dari aktivitas pemerintzh, |

2. Konsep Demokrasi

Secara harfiah kata "demokrasi"
berarti suatu pemerintahan oleh
rakyat, namun sejumlah  ahli/pakar
memberi maka demokrasi yang
berbeda-beda. Istilah “demokrasi”
pertama kali dalam prakiek negara
yaitu di kota Yunani (450 SM) dan
Ethena (350 SM).

Pericles (431 SM), seorang
negarawan ternama dari Athens,
mendefinisikan demokrasi dengan
beberapa kriteria/indikator sebagai
berikut:

a. pemerintahan oleh trakyat dengan
partisipasi rakyat yang penuh dan
langsung;

b. kesamaan di depan hukum;

¢. pluralisme, yaitu penghargaan atas
semua bakat, minat, keinginan dan
pandangan;

d. penghargaan terhadap suatu
pemisahan dan wilayah pribadi
untuk memenuhi dan
mengekspresikan kepribadian
individual.

Dalam =zaman yang sama,
pemikiran politik Plato, Aristoteles,
Polybius dan Cicero juga meletakkan
dasar-dasar bagi pengertian
demokrasi. Petkembangan demokeasi
mengalami pergeseran dari renaisance
ke arah pemodernan. Masa ini muncul
pemikiran baru tentang hubungan
antara penguasz atau negara,
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Pemikiran baru dan mengejutkan masa
itu tentang kekuasaan dari- Niccolo
Machiavelli (1469-1527), pemikiran
tentang kontrak sosial dan pembagian
kekuasaan dari Thomas Hobbes
(1588-1679), John Locke (1632-1704),
Montesquieu (1689-1755) dan Jean
Jacques Rousseau (1712-1778).
Pemikiran tersebut dari sejumlah nama
besar telah memberikan sumbangan
yang penting bagi upaya pendefinisian
kembali isdlah demokrasi.

Satu hal yang penting dalam
penelusuran istilah demokrasi bahwa
demokrasi tumbuh sejalan dengan
perkembangan masyarakat. Semakin
tinggi tingkat kompleksitas kehidupan
masyarakat maka semakin rumit istilah
demokrasi didefinisikan.

Dahl menyatakan ada 5 (lima)
kriteria demokrasi yaitu : 1). persamaan
hak pilih dalam menentukan
keputusan kolektf yang mengikat; 2).
partisipasi aktif yaitu kesempatan yang
sama bagi semua warga negara dalam
proses pembuatan keputusan secara
kolektf: 3). pembeberan kebenaran,
yaitu adanya peluang yang sama bagi
sctiap orang untuk memberikan
penilaian terhadap jalannya proses
politik dan pemerintahan secara logis;
4).kontrol terakhir terhadap
agendayaitu adanya kekuasaan
eksekutf bagi masyarakat untuk
menentukan agenda mana yang harus
dan ddak harus diputuskan melalui
proses pemerintahan, termasuk
mendelegasikan kekuasaan pada orang
lain atau lembaga yang mewakili; 5).
pencakupan yaitu terliputnya
masyarakat dalam kaitannya dengan
hukum. Dalam definisinya ini tampak
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bahwa Dahl mementingkan
keterlibatan masyarakat dalam proses
formulasi kebijakan, adanya
pengawasan terhadap kekuasaan dan
dijaminnya persamaan perlakuan
negara terhadap semua warga negara
~.sebagai unsur-unsur pokok demoksasi.

- +Dengan kata lain bahwa suam
“sistem politik demokrasi adalah suatu
sistem yang benar-benar atau hampir
mutlak bertangpung jawab kepada
semua watga negaranya (accosntability).
Pandangan-pandangan para ahli ini
seringkali bersifat normatif dan
seringkali tidak dapat diterapkan dalam
dunia nyata terutama di Indonesta.

Kemudian kriteria demokrasi
yang lebih menyeluruh diajukan oleh
Carter, Herz dan Mayo
mengkonseptualisasikan demokrasi
sebagai pemerintahan yang dicirikan
dengan prinsip-prinsip sebagai
berikut: 1.)pembatasan terhadap
tindakan pemerintah untuk
memberikan perlindungan bagi
individu dan kelompok dengan jalan
menyusun pergantian pimpinan secara
‘berkala, tertib dan damai, dan melalui
alat-alat perwakilan rakyat yang efekdf:
2) Adanya sikap toleransi terhadap
pendapat yang berlawananan:3))
persamaan di depan hukum yang
diwujudkan dengan sikap tunduk
kepada rwle of Jaw tanpa membedakan
kedudukan politik: 4.) adanya
pemilihan yang bebas dengan disertat
adanya model perwakilan yang efektf:
5.) diberinya kebebasan bespartisipasi
dan beroposisi bagi partai polidk,
organisasi kemasyarakatan,
masyarakat, perseorangan serta
prasarana pendapat umum semacam
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pers dan media massa: 6.) adanya
penghormatan terhadap hak rakyat
untuk menyatakan pandangan tentang
salah atau tidak: 7)) dikembangkanya
sikap menghargai hak-hak minoritas
dan perscorangan dengan lebih
mengutamakan penggunaan cara-cara
persuasi dan diskusi daripada koersi
dan represi.

Bachrach (1980:24-98)
menyatakan bahwa tujuan tertinggi
dari demokrasi adalah adalah suatu
sistem pemerintahan yang
memaksimalkan perkembangan did
setiap individu dimana kebebasan
mutlak dijamin.

Schumputer (1947:269)
memberi makna demokrasi yang
relatif lebih realists. Sebuah sistem
politik disebut demokrasi sejauh para
pengambil keputusan kolektifnya yang
paling kuat dipilih melalui pemilu
petiodik, dimana para calon bebas
bersaing untuk merebut suara dan
dimana hampir semua orang dewasa
berhak memilih. Dari sini metode
demaokratis dapat dilakukan dalam arti
suatu rencana institutional
(pengambilan keputusan) untuk
mencapai keputusan politis dilakukan
oleh individu yang memperoleh
kekuasaan tadi. Dengan demikian
maka demokrasi mengandung tiga
dimensi makna yang saling terkait yaitu
persaingan, partisipasi (Dah/
1971:4-9), dan kebebasan. Bagi
Indonesia, dimana peran parpol
belum berfungsi sepenuhnya maka
makna kebebasan, petsaingan dan
partisipasi belum dapat dilakukan
sebagaimana didefinisikan oleh
Schumputer. Yang terjadi di pedesaan
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adalah suatu demokrasi elitis yang
baru menyentuh para elite pemegang
kekuasaan baik formal maupun non
formal (Suwondo 1999).

Sundhausen mensyaratkan
demokrasi sebagai suatu sistem politik
yang menjalankan tiga kriteria: 1.)
dijaminnya hak semua warga negara
untuk memilih dan dipilih dalam
pemilu yang diadakan secar berkala
dan bebas yang secara efektif
menawarkan peluang kepada
penduduk untuk menggand clit yang
memerintah dengan yang lainnya, 2.)
semua warga negara menikmati
kebebasan berbicara, berorganisasi
dan memperoleh informasi dan
beragama serta 3.) dijaminnya hak
yang sama di depan hukum.

Amien Rais (dikutip Saefullah
Fatah,1994; 8) memaparkan ada 10
(sepuluh) kriteria demokrasi yaitu: 1.)
partisipasi dalam pembuatan
keputusan; 2.) persamaan di depan
hukum, 3. distribusi pendapatan secara
adil; 4) kesempatan pendidikan yang
sama; 5.) empat macam kebebasan
yaitu kebebasan mengeluarkan
pendapat, kebebasan persuratkabaran,
kebebasan berkumpul dan kebebasan
beragama; 6.) ketersediaan dan
keterbukaan informasi; 7.)
mengindahkan fafspen (tata krama
politik); 8.} kebebasan individu; 9.)
semangat kerfasama; 10.) hak untuk
protes.

. Mengingat berbagai pernyataan
para pakar tersebut, maka penulis
memahami istilah demokrasi
merupakan pandangan hidup yang
mengutamakan petsamaan hak dan

‘kewajiban serta perlakuan yang sama
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bagi semua warga negard- (suatu
pemerintahan dari rakyat, oléh rakyat
dan untuk rakyat).

3.Konsep Otonomi Desa

Desa sebagai unit
pemerintahan terkecil, dalam
prakteknya berhubungan langsung
dengan masyarakat. Di kantor desalah
masyarakat mengurus Kartu Tanda
Penduduk ()CTP), masalah tanah dan
memusyawarahkan urusan-urusan
publik dan sebagainya. Dengan kata
lain di desalah ujung tombak pelayanan
publik, selain karena di desalah
merupakan tahapan terendah dari
sistem administrasi dan pemerintzhan,
di desalah semua kepentingan akan
berhubungan langsung dengan
masyarakat. Keberhasilan otonomi
daerah ditentukan dari prakarsa
seluruh stakeboldernya. Dengan
demikian bahwa desentralisasi desa
merupakan suatu keharusan.

Sementara daerah tertentu
telah melaksanakan otonomi desa
terkait dengan beberapa kendala,
seperti daerah-daerah yang
melaksanakan desentralisasi desa tidak
mendapatkan dana dari pemerintah
pusat dan propinsi, peralatan-
peralatan linnya yang mendukung
pelaksanaan otonomi desa bahkan
disinyalir otonomi desa dianggap
beban. Hal ini tentu saja tidak sejalan
dengan dengan komitmen pemerintah
pusat yang tertuang dalam Peraturan
Pemerintah (PP) No. 76 tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengatutan
Desa. Dalam Peraturan Pemerintah
tersebut dinyatakan bahwa pemerintah
akan memberikan fasilitator,
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bimbingan dan arahan yang
menyangkut keberadaan
pemerintahan dalam pelaksanan
otonomi desa. Kendala lainnya
Peraturan Pemerintab tersebut masih
belum mampu memberikan arahan
seperti apa sebenarnya desentralisasi
desa tersebut.

Sejak diberlakukannya
Undang-undang No. 22 tahun 1999
memberikan peluang untuk
melakukan perubahan signifikan
terhadap posisi desa. Sebab dalam
regulasi yang baruini (Undang-undang
No. 22 tahun 1999) memungkinkan
adanya variasi nama, struktur
organisasi dan kewenangan
pemerintahan desa; yang mana regulasi
sebelumnya (UU No. 5 tahun 1979)
tersebut tidak dapat diperoleh karena
posisi dan format desa diseragamkan
secara nasional (UGM,2001:1).

Secara historis, desa
merupakan “embrio” bagi
terbentuknya masyarakat politik dan
pemerintahan di Indonesia. Jauh
sebelum negara-negara modern ini
‘tetbentuk, entitas sosial sejenis desa
atau populer disebut “masyarakat
adat” dan atau dengan bentuk maupun
nama yang lain, telah menjadi institusi
sosial yang mempunyai posisi sangat
otonom. Entitas-entitas ini
merupakan institusi yang otonom
dengan tradisi, adat-istiadat, dan
hukum adatnya sendiri yang mengakar
kuat, serta relatif mandiri dari campur
tangan entitas kekuasaan dari luar.
Dengan tingginya keberagaman dan
otonomnya kekuasaan desa, membuat
institusi ini mungkin merupakan
wujud “bangsa” yang paling kongkret
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(UGM, 2001:1). Dengan kata lain,
regulasi tentang otonomi saat ini
memungkinkan terjadinya beberapa
perubahan tentang pemerintahan di
tingkat desa seperti:

a. Pengaturannya tidak harus datang
dari pusat/nasional (melalui UU)
melainkan dapat langsung diatur
kabupaten/kota (melalui Perda);

b. Merubah uniformitas menjadi
variatf;

¢. Merubah dominasi birokrasi
menjadi dominasi adat melalui

institusi tradisional milik
masyarakatlokal (UGM,2001:2}.

Purwo Santoso menyatakan
bahwa konsep otonomi desa dengan
kriteria secara tegas memang belum
ada, ketika hendak mengamati dan
memfasilitasi desa dalam
mengembangkan otonominya perlu
diperhatikan dari “kacamata” mana
otonomi desa itu dilihat dan siapa yang
melihatnya. Otonomi desa jika dilihat
dari “kacamata penguasa’ maka akan
terlihat hanyalah masalah vang dan
kekuasaan, sedangkan jika dilihat dari
“kacamata rakyat”  otonomi desa
berarti aktualisasi diri, pengembangan
potensi diri, jati diti, inovasi, identitas,
dan keberpihakan pada nilai luhur dari
masyarakat desa itu sendiri. Kriteria
untuk meihat otonomi desa perlu
diperhatikan unit analisisnya, yaitu:
Rakyat, dengan unit analisis individu
dan pemerintah, dengan unit analisis
pemerintah daerah dan pemerintah
pusat. (Hasil wawancara, 24 juli 2002).

Mengingat pernyataan
tersebut, bahwa otonomi desa
dideskripsikan sebagai otonomi yang
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berlapis-lapis yang ditujukan pada
masyarakat paling bawah (grass rood)
polik di desa. Artinya, masyarakat
desa memahami makna otonominya
sendiri, melalui pembatasan-
pembatasan kehendak (saling kontrol,
ada batas-batas pengendalian diri
(saling mengingatkan) dan tidak
melupakan struktur makro dalam
berpikir tentang diri sendiri.

Realitanya sekarang, pengnasa
sering menilai otonomi desa sebagai
ajang vji coba kemampuan untuk
memaksakan kehendak, terbukti
dengan masalah otonomi desa sering
ditanggapi secara satu-persatu dan
rakyat lokal dihadapinya seperti
“kelereng”, sehingga pengnasa
berkuasa dengan standar ganda
ciptanya sendiri. Sementara rakyat
menganggap otonomi desa itu sebagai
upaya untuk membebaskan diri dari
kungkungan penguasa, padahal

masyarakat lokal (desa dan dusun)

tidak biasa menghadapi negara secara
kolektif, sehingga merelakan dirinya
untuk selalu menjadi eksepsi penguasa.

Purwo Santoso smembagi otonomi
desa tersebut menjadi 2 (duva) wujud,
yaitu:

1. Otonomi desa sebagai metodologis,
artinya otonomi dar, untuk dan
oleh masyarakat desa itu sendir,
posisinya masyarakat tidak
mempedulikan orang lain tapi tidak
melupakan orang lain. Dengan kata
lain, masyarakat desa masih percaya
bahwa kekuasaan yang ideal itu
adalah yang legitimate, dan kekuasaan
tersebut terkait dengan kearifan,
kebijaksanaan, bias dikoreksi
dengan counter bias, schingga
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masyarakat desa percaya akan
kemenangan (otonomi desa) akan
tercapai melalui “energi” yang tidak
diketahui.

2. Otonomi desa sebagai status,
artinya otonomi desa yang dilihat
dari kacamata penguasa, dimana
dimensi-dimensi tentang otonomi
desa ada yang dilupakan serta ada
yang dibakukan secara negatf.
Otonomi desa telah dipaker dari atas
dan penguasa kemudian
menyerahkan kewenangan dengan
label status otonom. Hal-hal yang
dapat dikecualikan disini malah
pada penggunaan prinsip kerjasama
dan prinsip untuk orang lain.

Mengingat pernyataan wujud
otonomi desa tersebut, maka desa
otonom yaitu desa yang didasarkan
atas logika yuridis, desa yang memiliki
self restraint, terutama untuk level
sempit dan desa yang memiliki seff
organizing capacity, untuk level luas,

Selain itn, Pratikno (2000: 18)
menyatakan bahwa ada 3 (tiga) sefting
yang dapat diajukan untuk mencapai
desa masa depan dalam rangka menuju
otonomi desa saatini, yaitu:

1. Perlu segera diupayakan
pelembagaan politik di tingkat desa,
yaitu diarahkan pada tujuan dimana -
desa memiliki otonomi yang cukup
sehingga tidak tergantung
sepenuhnya kepada negara, juga
unutk mewujudkan kehidupan yang
demokrats di masyarakat desa.

2. Peningkatan sumber daya manusia
di tingkat desa. Argumen utama
dari agenda ini adalzh kepentingan
untuk mengganti peranan negara
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sebagai agen tunggal dalam
pembangunan masyarakat desa.

3. Petluasan akses ekonomi politik
masyarakat desa, yaitu diharapkan
akan terjadi integrasi kepentingan
desa secara ilmiah dalam cakupan
wilayah yang bersifat nasional,
schingga proses pemberdayaan
masyarakat desa dapat dilakukan
dengan merata di semua daerah.

Mengingat pernyataan
tersebut, maka penulis menafsirkan
otonomi desa tersebut merupakan
petbuatan mawas diri/introspeksi (se/f
controly dengan menggunakan cara-cara
setempat yang tepat guna (kolektif)
yang memiliki intensif untuk berpola
tertentu dan tidak melanggar
ketentuan yang berlaku. Jadi ada
semacam reward and punishment di datam
otonomi desa tersebut.

- Berdasarkan penafsitran
tersebut, maka penulis membagi
otonomi desa menjadi 2 {dua) kriteria,
yaitu:

Pertama, Otonomi
administratif, yaitu otonomi yang
bahasa dan maknanya dibuat dan
diinterpretasikan sendiri oleh negara.
Negara merasa yakin dan percaya
memiliki superioritas dalam pemikiran
(thinking) dan aksinya (action) atas
pengembangan otonomi desa. Padahal
jtka membicarakan otonomi desa,
masyarakat desa sebagai grass roor
percaya bahwa realitas dan perasaan
individu dalam suatau komunitas
berasal dari kultur yang secara

fundamental berbeda.

Kedua, Otonomi kultural,
yaitu otonomi yang tumbuh
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berdasarkan identitas kultural dar]
komunitas dan hubungan keluarga,
termasuk agama, bahasa, kostum,
tradisi, kesatuan bahasa, darah dan
tanah air yang memiliki kekuatan
emosional, pada akhirnya
teridentifikasi untuk mengikat warga
negara atau masyarakat dalam entitas.
Ada kemungkinan terbentuknya
formasi identitas kultural individual
dan komunitas yang tidak bisa
dipisahkan begitu saja dari akar-akar
primordial.

IMPLEMENTASI
DEMOKRASI DAL AM
OTONOMI DESA DI DESA-
DESA

Kinerja implementasi
demokrasi dalam otonomi desa
dengan mengacu berbagai pendapat
para pakar tersebut, maka penulis
menggunakan berbagai pendckatan
sistem dalam menganalisis
implementasi demokrasi tersebut.
Sebagai suatu sistern apabila salah satu
komponennya sakit (tidak ada) maka
komponen lainnya tidak berfungsi
dengan baik dan benar. Artinya apabila
variabel masukan (inp#f) kurang
mendukung, maka implementasi
demokrasi dalam otonomi desa
tersebut tidak akan tercapai. Demikian
pula vartiabel proses/transformasi tidak
efektif dan efesien maka implementasi
demokrasi dalam otonomi desa tidak
efektf dan efesien pula.

Untuk memperjelas objek
penulisan ini, maka dapat digambarkan
bagan {matrik) dalam model kerangka
pemikiran implementasi demokrasi
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dalam otonomi desa sebagai berikut:

Bagan:1
Model Kerangka Pemikiran

' (Model Sistem Pengukuran Implementasi

Demokrasi dalam Otonomi Desa)

Pelatihan
dan Pendampingan

LSM

I

v

INPUT (Masukan) PROSES/
TRANFORMASI

Wujud Kebijakan;

pedesaan, maliputi; pengembangan
budaya non KKN dan pengambitan
Tindakanan Tegas bagi Pelanggar
Huloum,

. Pendidikan Poiittk di pedesaan,
meliputi; pembenahan jalur
komunikasi ke tingkat yang lebih
tinggi dan pendidikan palitik di tingkat
desa,

5. Pelimpahan Kewenangan ke

Tingkat yang lebih Bawah,

¥

-

Demokrasi dalam
Otonomi Desa

‘Sumbes : Diolah oleh M.Nur Budiyanto; 2002,
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QUTPUT (Keluaran)

Demokrasi dalam Pregram Demokrasi dalam Otonomi
Otenomi Desa meliputi; Dese melalui prosesfransformasi:
1_.Deamokrasi dan 1. Demchrasi dan Pantisipasi &f desa,
partisipasi meliputi; pembenahan strukdur,
masyarakatdesa mekanisme, sistem politik nasional
2.Pamerintahan lokal dan fokal seria pembenshan
yang berdayaguna dan kelembagaan representatif.
bersih 2. Pemberdayaan bagi
3, Penegakan hukum Penyelenggara Pemeriniah Lokal,
4 Pandidikan politik melsp_utl usaha untuk
dipedesaan _’ memisahian kekuasaan, _’
5.Pelimpahan kekuasaan medenbralisasi kebjakan,
Daerah kepada rakyat menyesap partisipasi rakyal desa,
desa membaerikan pertanggunpiawaban
{akuntabilitas),
3. Strateqi Penegakan Hukum di

Hasil (keluaran) meliputi;

1. Demchrasi dan partisipasi
masyarakat desa yang N
transparansi dan bestanggung
jawab.

2 Pemerintahan lokal yang

4, Pendidikan polilik yang
transparensi dan bertanggung
jewab.

5. Pekmpsahan kekuasaan
doerah kepada rakyat
desa yang jelas, demoiratis
Dan berianggung jewab.

> OUTCOMES ¢
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Bagan 1 (matrik) tersebut
menunjukkan bahwa adanya inisiatif
sebagian tokoh masyarakat desa pada
umumnya, terutama dalam menyikapi
otonomi daerah, dalam kaitannya
implementasi demokrasi di tingkat
desa/dusun oleh berbagai LSM
(Lembaga Swadaya Masyarakat)
dengan melakukan pelatihan dan
pendampingan.

Dari hasil pelatihan dan
pendampingan tersebut, akhirnya
timbul inisiatif untuk membentuk dan
menumbuhkembangkan demokrasi.
Aplikasi dari proses demokratisasi di
desa-desa tersebut, maka akan
menimbulkan berbagai perkumpulan
atau  paguyuban masyarakat desa,
dimana LSM biasanya
mengikutsertakan masyarakat desa itu
berbagai seminar-seminar dan dialog
yang berkonteks demokratisasi. Hal ini
dapat menunjang dan
menumbuhkembangkan proses
demokratisasi yang transparansi, jujur
dan bertanggungjawab.

Kemudian Peranan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) dalam
melakukan perubahan implementasi
demokrasi menuju otonomi desa,
scbagai input/masukan Diadakan
berbagai pelatihan dan pendampingan
oleh LSM yang indikatornya sebagai
berikut: (1) demokrasi dan partisipasi
masyarakat desa; (2) pemerintahan
lokal yang berdayaguna dan bersih; (3)
penegakkan hukum; (4) pendidikan
politik di pedesaan, dan (5)
pelimpahan kekuasaan Daerah kepada
rakyat.

Mengingat menumbuh
Kembangkan demokratisasi dan

partisipasi aktif masyarakat di desa-
desa, ada manajemen strategi yang
dapat ditempuh dalam otonomi desa
melalui proses/transformasi, yaitu:

1. Demokrasi dan Partisipasi Aktif
di Desamelalui:

Pembenahan Strulctur,

Mekanisme, dan Sistem
Politik Nasional dan Lokal.

Usaha untuk mengembangkan
masyarakat madani (cwd socefy) di
pedesaan tidak dapat dipisahkan dati
pengembangan struktur, mekanisme,
dan sistem politik nasional kearah yang
lebih demokratis. Hanya dengan
pembenahan di tingkat nasional yang
mengarah kepada suam keterbukaan
untuk berdialog (dan bertanggung
jawab) dengan masyarakat maka
kepercayaan masyarakat kepada
negara akan tumbuh kembali. Dampak
dari pembenahan di tingkat nasional
ini sekaligus juga harus dibareng
dengan pembenahan di tingkat
lokal/desa. Untuk itu maka peran
elit/pemimpin (baik formal maupun
non formal), Ornop, maupun Parpol
pada tingkat lokal memegang peranan
yang sangat penting. Di pundak para
elit/pemimpin desa inilah proses
pengembangan demokratisasi (proses
demokrasi) dan partisipasi  aktif
masyarakat desa diletakkan. Hanya
dengan adanya demokratisasi dan
partisipasi aktif masyarakat desa, maka
proses otonomi desa dapat berjalan
secara benar dan baik.
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Pembenahan Kelembagaan
Representatif

Tersedianya wadah
;cprescntatif di tingkat desa yang
mampu menyalurkan aspirasi
masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi
merupakan suatu keharusan untuk
segera dikembangkan. Penggantian
organisasi LMD/LKMD yang sudah
terkooptasi oleh kekuasaan
pemcrintah  (pusat) harus diganti
dengan kelembagaan lain yang lebih
representatif dan memperoleh
legitimasi dari masyarakat. Adanya
kemungkinan dikembangkannya
Badan Perwakilan Desa (BPD)
nampaknya merupakan salah satu
alternatif yang dapat ditempuh.
Permasalahannya siapa yang akan
duduk di BPD dan bagaimana proses

 pemilihannya. Anggota BPD

sebaiknya proporsional dengan
ketersebaran jumlah penduduk di desa
yang bersangkutan. Pemilihan anggota
BPD sepenuhnya diserahkan kepada
masyarakat pada lokasi yang lebih
rendah dari desa (seperti Dukuh atau
dusun). Dengan demikian maka
sebelom melangkah ke tahap diatas
maka pengaktifan, pemberdayaan, dan
pemberian kewenangan sosial-politik
masyarakat pada tingkat dukuh atau
dusun perlu terlebih dahulu
dilaksanakan,

Keberadaan lembaga
semacam “Rembug Desa” atau
“Parpatan Agunp” bagi desa desa
meérupakan alternatif lain yang dapat
dipikirkan. Kelembagaan yang terakhir
ini merupakan kelembagaan yang
bukan perwakilan, tetapi suatu

| lembaga yang mempunyai
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kewenangan untuk mengontrol
jalannya pemertintahan desa secara
langsung oleh seluruh masyarakat
desa.

Usaha untuk merubah
(menggant)) pola pemetintahan desa
dengan pola pemerintahan kelurahan,
yang dapat menyebabkan sumber dana
desa (desa-desa di Jawa umumnya
mempunyai “tanah bengkok” dan “kas
desa”) ditarik ke tingkat yang lebih
tinggi, dan yang memungkinkan
adanya kontrol mutlak dari pthak
penguasa tingkat desa, serta
diperlukannya memikirkan kembali
diterapkan pola pemerinatahan
kelurahan karena dapat mengurangi
kemampuan otonomi desa.

2. Pemberdayaan Bagi
Penyelenggara Pemerintahan
Lokal

Cook dan Macaulay (1996)
menyatakan bahwa kunci kebethasilan
pemberdayaan adalah adanya usaha
yang sungguh-sungguh untuk
memulai pemberdayaan pada disi
sendiri atau dari pihak atas
(elit/Pimpinan). Oleh sebab itu pihak
penyelenggara pemerintahan
termasuk para legislatif, yudikatif, dan-
eksekutif, perlu melakukan
pemberdayaan diri sendifi tetlebih
dahulu, sebelum memberdayakan
masyarakat.

Ada empat aspek yang harus
diberdayakan pada diri penyelengpara
pemerintahan yaitu:
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Adanya Usaha Untuk
Memisahkan Kekuasaan

Sejak era Sockarno (Otde
Lama) dan era Socharto (Orde Baru),
dalam wusaha untuk melakukan
pemisahan kekuasaan legislatif,
cksekutif, dan eksekutif ddak pernah
dilakukan, yang ada adalah supremasi
kekuasaan eksekutif terhadap
kekuasaan legislatif dan yudikatif.
Kondisi pada tingkat lokal
(desa/dusun) juga terjadi seperti itu.
Oleh sebab itu adanya pemisahan
kekuasaan secara tegas, paling tdak
antara penyelenggara pemerintahan
desa dan Lembaga Perwakilan Desa
(Rembug Desa) petlu segera
dilakukan. Dengan kondisi semacam
ini maka proses check and balance
dapat berjalan,

Adanya Usaha dan Untuk
Mendesentralisasi Kebijakan

Pola pengambilan keputusan
yang bersifat fop-down dan sentralistik
nampaknya harus dihentikan dan
beralih ke pola kebijakan yang
_memperhatikan aspek desentralisasi.
Di tingkat desa, biasanya pola yang
sama seperti itu harus segera
dihentikan. Pihak pemerintahan desa
dapat mendelegasikan program-
program pembangunannya ke tingkat
desa/dukuh atau pada kelompok-
kelompok masyarakat desa yang
membutuhkan dan mampu
menangani. Kalau perlu dana subsidi
desa (Inpres Desa) seharusnya
digunakan secara desentralisasi di
tingkat yang lebih rendah dati desa
(dukuh) demi mengembangkan
tingkat partisipasi dan otonomi
masyarakat desa tersebut.
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Adanya Usaha Untuk
Menyerap Partisipasi Rakyat

Usaha untuk menyera
partisipasi masyarakat dapat lebi
mudah dilakukan apabila ada usah
untuk menghindari intervens
pemerintah (pihak atas desa). Denga
cara ini maka pelibatan sebanyal
mungkin partisipasi masyarakat des:
dapat dilakukan sejak tahag
perencanaan (terutama dalam proses
pengambilan keputusan), Pelaksanaar
pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan (eksploitasi), sampai
tahap evaluasi.

Bentuk keterlibatan
masyarakat desa dalam penerapan
kebijakan yang biasa dikenal sebagai
kebijakan bottom-#p ini dapat berbentuk
pemikiran, tenaga, uang, maupun
material. Dengan cara ini maka para
partisipan akan lebih mempunyai rasa
memiliki (bandarbens) tethadap apa
yang sudah dibangun.

Adanya Usaha Untuk Memberi
Pertanggung Jawaban
(Akuntabilitas)

Aspek accountability
(pertanggungjawaban), demokratis, dan
transparansi merupakan aspek-aspek
yang sangat penting untuk
diperhatikan. Konsekuensi dari aspek
ini yang menunjukkan adanya kontrol
yang ketat menyebabkan
berkurangnya kesempatan dari pihak-
pihak tertentu (seperti kaum birokrat,
pemborong, dan pengusaha) untuk
mengambil keuntungan yang
berlebihan (tidak adil) dari suatu
program pembangunan. Selain i,
pemberdayaan peran kelembagaan
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Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai
alat kontrol dan saluran aspirasi rakyat
menjadi kunci adanya usaha untuk
meminta pertanggung jawaban
pemcrintahan lokal.

Kondisi yang sekarang
berkembang adalah kontrol dari
masyarakat desa pada umumnya
berjalan secara ketat dan langsung
Bahkan untuk kasus-kasus tertentu
masyarakat desa tidak hanya menjadi
pelaku untuk meminta pertanggung

jawaban pemerintah desa namun

sekaligus bertindak sebagat algojo yang
dapat menimbulkan ketidakstabilan
relasi sosial antar warga desa. Program
untuk mengendalikan emosi massa
dalam menuntut hak dan melakukan
kontrol terhadap pemerintahan desa
perfu dilakukan lewat penyuluhan,
pendidikan politik, dan
pengembangan sumberdaya
masyarakat desa,

| 3. Strategi Penegakkan Hukum di
Pedesaan

Maraknya tindak kekerasan,
penjarahan, bahkan pembunuhan yang
dilakukan oleh suatu kelompok
masyarakat terhadap kelompok
masyarakat lain atau terhadap fasilitas
pemerintah mencerminkan bahwa
hukum sudah tidak lagi mampu
menjangkau kelompok masyarakat
tersebut (diluar hukum). Lemahnya
posisi militer dewasz ini ikut
membantu maraknya tindakan yang
melanggar hukum dan hak-hak asasi
manusia tersebut. Beberapa usaha
yang dapat segera dilakukan
diantaranya adalah :
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Pengembangan Budaya Non
KKN =

Maraknya gejala nepotisme
biasanya akan diikuti oleh munculnya
sejumlah tindakan yang bersifat kolusi,
yang pada akhirnya akan bermuara
kepada tindakan-tindakan korupsi.
Kondisi semacam ini nampaknya
sudah membudaya, baik di kalangan
masyarakat atas maupun bawah dan
sudah berjalan sangat lama. Pihak
masyarakat pedesaan bizsanya hanya
mencontoh apa yang dilakukan
panutannya, namun jumiah kerugian
yang ditimbulkan oleh tindakan KKN
yang dilakukan kelompok atas jauh
lebih merugikan negara maupun
masyarakat. Oleh sebab itu usaha
untuk menanggulangi semakin
membesarnya gejala KKN di desa-
desa haruslah dimulai dari kelompok
atas ke masyarakat desa dengan
menerapkan aturan-aturan hukom
yang berlaku secara tegas. Tentu saja
perangkat hukum dan sistem sosial-
politik yang dapat menjaring atau
mencegah tindakan yang bersifat
KKN harus disiapkan sebelumnya
dengan matang,

Pengambilan Tindakan Tegas
Bagi Pelanggar Hukum

Adanya upaya yang sungguh-
sungguh untuk mengadili orang yang
melanggar hukum baik di tingkat
nasional maupun pedesaan harus
segera dilaksanakan. Bahkan suatu
“terapi-kejut” perlu dilakukan untuk
memberi contoh dan membuat jera
para pelanggar hukum. Tentu saja
usaha ini harus dilakukan secara tegas
namun dengan tetap menghormati
hak-hak asasi manusia.
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4. Pendidikan Politik di
Pedesaan

Pemberdayaan masyarakat
bukanlah semata kebijakan yang
bersifat karitatif (yang dapat
menimbulkan inefisiensi ekonomi
nasional), tetapi suatu kebijakan yang
bertumpu pada perkembangan,
kemampuan, dan kebetrdayaan
masyarakat di bidang politk. Pola
pemberdayaan yang berusaha
mendorong kemampuan dan
kemandirian masyarakat merupakan
syarat yang harus diperhatikan.
Bentuk-bentuk kegiatan penyuluhan,
penyadaran, pelatihan dan
pendampingan, dan pengembangan
kemampuan di bidang politk yang
terus menerus dilakukan merupakan
kegiatan yang menjadi prioritas.
Dengan cara ini sebenarnya kondisi
masyarakat madani (cipi! society) juga
sekaligus dapat diperbaiki.

Kalau selama ini usaha
pemberdayaan politik masyarakat
lebih banyak dilakukan oleh LSM
(karena tidak adanyz kesempatan bagi
Parpol), maka munculnya Undang-
Undang Politkk No.3 Tahun 1999
sebenarnya memberi peluang besar
bagi Parpol untuk kembali memulai
salah satn tugas utamanya yaitu
pemberdayaan masyarakat di bidang
politik sampai tingkat pedesaan.
Beberapa kegiatan yang seharusnya
segera dilakukan oleh politik di tingkat
desa diantaranya adalah:

Pembenahan Jalur Komunikasi ke
Tingkat yang Lebih Tinggi

Masuknya kegiatan dan
struktur partai-partai sampai ke tingkat
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desa nampaknya tidak dapat ditolak
lagi. Adanya kegiatan dan struktur
partai di tingkat desa, yang walaupun
memungkinkan adanya pertentangan
antar kelompok masyarakat yang
berbeda partai, namun korbanan ini
masih jauh lebih kecil dibandingkan
dengan kotrbanan lemahnya civi/ society
di tingkat desa dan tertutupnya saluran
aspirasi masyarakat ke tingkat yang
lebih tinggi (Chandoke 1995). Selain
itu maraknya konflik horisontal yang
bernuansa agama dapat digeser ke
dalam konflik yang bernuansa
ideologi. Dalam hal konflik ideologi ini
seseorang mempunyai kesempatan
yang lebih besar untuk menghindatrkan
diri dibandingkan kalau ada konflik
yang berbasis perbedaan agama, atau
suku.

Adanya kematangan Bangsa
Indonesia sesudah terbelenggu secara
politik lebih dari 50 tahun dan
memuncaknya kerinduan masyarakat
untuk hidup lebih demokratis
diharapkan akan mampu meredam
pertentangan (konflik) brutal antar
kelompok masyarakat yang berbeda
partai. Bahkan dengan terbukanya
saluran komunikasi dan aspirasi
dihatapkan akan mampu meredam
tindak kekerazsan dan kebrutalan
masyarakat.

Di sini devisi atau bagian
Penelitian dan Pengembangan Parpol
(litbang) harus menunjukkan
eksistensinya dan dekat dengan
masyarakat pedesaan. Tugas kelompok
ini tidak hanya mengadakan
pendidikan polittk namun juga
menjadi saluran komunikasi antara
masyarakat dengan penguasa baik di
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tingkat nasional maupun lokal/desa.
Pendidikan Politik
Di Tingkat Desa

Munculnya pemimpin handal
yang mampu menjadi panutan
masyarakat dan berkembangnya
kesadaran politik, tidak hanya menjadi
dasar terbentuknya civil society
(masyarakat madani) yang secara bebas
mampu mengimbangi kekuasaan
negara namun lebih dari itu dapat
memberikan “pencerahan” kepada
kita semua tentang cara-cara bernegara
yang demokratis stabil. Kedua pokok
tersebut mampu diwujudkan apabila
ada suatu proses pendidikan politik di
tingkat desa yang terus-menerus
dilakukan.

5. Pelimpahan Kewenangan ke
Tingkat Yang Lebih Bawah

Pelimpahan kewenangan
adalah kunci utama keberhasilan dari
suatu proses pemberdayaan
masyarakat (Cook 1996} dan otonomi.
Dengan demikian kesadaran para elite
penguasa di tingkat atas desa untuk
benar-benar melimpahkan
kekuasaannya (memberi kepercayaan)
pada tingkat yang lebih ke bawah
merupakan kunci keberhasilan
otonomi desa. Gejala di desa-desa
cenderung menunjukkan bahwa
masyarakat pada tingkat yang lebih
bawah dari desa sebenarnya juga
menghendaki adanya pelimpahan
kewenangan untuk mengatur wilayah
senditi (otonomi). Hal yang harus
dipikirkan juga otonomi rakyat di
tingkat yang lebih bawah dari
dukuh/dusun.
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Ketika proses demokrasi di
desa berjalan baik, benar, transparansi
serta bertanggungjawab setelah
melalui proses/transformasi akan
menghasilkan (Output/kelnaran) yang
meliput; X
1. Demokrasi dan partisipasi

masyarakat desa yang transparansi,
jujur dan bertanggungjawab. -

2. Pemerintahan lokal yang
berdayaguna dan bersih.

3. Penegakan hukum yang bersih dan
berwibawa.

4. Pendidikan politik yang
transparansi dan
bertanggungjawab.

5. Pelimpahan kekuasaan daerah
kepada rakyat desa yang jelas,
demokratis dan bertanggungjawab.

Kemudian tujuan dan sasaran
terakhir dari Implementasi Demokrasi
dalam Otonorni Desa yaitu capaian
Outcomes (demokrasi yang betul-betul
menyentuh hatinurani masyarakat
desa) yang berdayaguna dan tepatguna
serta  bermanfaat besar bagi
masyarakat desa tentunya.

FAKTOR-FAKTOR
PENDUEKUNG DAN
PENGHAMBAT
IMPLEMENTASI DEMOKRASI
DALAM OTONOMI DESA

1. Faktor Pendukung

Dalam implementasi
demokrasi dalam otonomi desa di
desa-desa kecenderungan terdapat
faktor-faktor pendukung sebagai
berikut: o
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a.Masyarakar desa bersifat mudah
bergaul, terbiasa bermusyawarah,
sehingga dengan motivasi tertentu,
masyatrakat desa dapat
mengemukakan pendapat yang
terbaik dan relavan dengan pokok
masalah yang dihadapi.

b. Di desa-desa cenderung mempunyai
tokok-tokoh masyarakat (figur
pemimpin) yang menjadi panutan,
melalui tokoh tersebut banyak
keteladanan yang pas dan pantas
untuk berdemokrasi.

c.Terdapat LSM-LSM yang saat ini
tampil sebagai pendamping upaya
membangun demokrasi di
desa/dusun tersebut.

2. Faktor Penghambat

Kendala umum yang dijumpai
pada implementasi demokrasi dalam
otonomi desa di tingkat desa/dusun
tersebut, cenderung:

a.Masyarakat desa umumnya kurang
tertarik untuk menggunakan haknya
dalam menentukan kebijaksanaan
pemerintahan desa, dalam arti hak
untuk berinisiatif, kreatif, inovatf
dan diskresi, sebab sudah terbiasa
berdemokrasi dengan model
diarahkan untuk menyetujui
program-program dari hirarki di
atasnya (Sendika Dbawub - Jawa).

b.chebasan berserikat, berpendapat
dijamin oleh UUD 45, oleh
masyarakat  beserta perangkat—
perangkat desanya, kurang dipahami
secara sungguh-sungguh, sehingga
apabila muncul inisiatif yang
menjangkau kebijaksanaan
pemerintahan, sering menimbulkan

kecurigaan, walaupun setelah
memahami kecurigaan tersebut
hilang dengan sendirinya.

c.Dalam hal tertenmu, atti demokrasi
sering diterjemahkan sebagai asal
ngomong, mau menangnya sendit,
kalau diikuti banyak harus menang,
menyikapi sesuatu sebagai
kelompok kontra, oposan, sehingga
seringkali  berakhir dengan
keadaan yangtidak  obyektif.

d.Dalam hal yang berhubungan
dengan undang-undang, dan
peraturan-peraturan, walaupun tidak
aspiratif, apabila diupayakan
pendekatan aspiratif oleh rakyat/
masyarakat desa, LSM atau
organisasi tertentu sebagai
perwujudan demokrasi, oleh pihak
eksekutif maupun legislatif, hanya
ditanggapi secara basa-basi, sedang
hasilnya jauh dati yang diharapkan.

eBelum semua orang memahami
petbedaan pendapat, dalam ard
mencari solusi yang terbaik.
Representasi suatu pendapat
seringkali diidentkan dengan suara
terbanyak (poting), padahal dalam hal-
hal tertentu suara terbanyak tidak
menjamin solidnya sebuzh
keputusan.

PENUTUP

Peranan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dalam melakukan
perubahan implementasi demokrasi
menuju otonomi desa sangat
diperlukan, sebagai input/masukan.
Adanya pelatihan dan pendampingan
oleh LSM yang indikatornya sebagai
berikut: (1) demokrasi dan partisipasi
masyarakat desa; (2) pemerintahan
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lokal ymgberdayagmadanbcrsih; 3
penegakkan hukum; (4) pendidikac
politik di pedesaan, dan (5)

rakyat.

Selain’ untuk
menumbuhkembangkan
demokratisasi dan partisipasi aktif
masyatakat di desa-desa, ada
manajemen strategi yang dapat
ditempuh dalam otonomi desa melalui
proses/transformasi, yaitu: 1.)
Demokrasi dan Partisipasi di Desa
melalui : (a). Pembenahan Struktur,
Mekanisme, dan Sistem Politik
Nasional dan Lokal. (b). Pembenahan
Kelembagaan Representatif. 2.)
Pemberdayaan Bagi Penyelenggara
Pemerintahan Lokal. Paling tidak ada
empat aspek yang harus diberdayakan
pada diri penyelenggara pemerintahan
yaitw: (a). Adanya Usaha Untuk
Memisahkan Kekuasaan. (b). Adanya
Usaha untuk Mendesentralisasi
Kebijakan. (c) . Adanya Usaha untuk
Menyerap Partisipasi Rakyat. (d).
Adanya Usaha Untuk Memberi
Pertanggungjawaban (Akuntabilitas).
3) Strategi Penegakkan Hukum di
Pedesaan melalui (a). Pengembangan
Budaya Non KKN. (b). Pengambilan
Tindakan Tegas Bagi Pelanggar
Hukum. 4.) Pendidikan Politik di
Pedesaan melalui: (2). Pembenahan
Jalur Komunikasi ke Tingkat yang
Lebih Tinggi. (b). Pendidikan Politik di
Tingkat Desa. 5.) Pelimpahan
Kewenangan ke Tingkat Yang Lebih
Bawah.

- Ketika proses demokrasi di
desa berjalan baik, benar, transparansi

serta bertanggungjawab setelah
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pelimpahan kekuasaan Daerah kepada

melalui proses/transformasi akan
menghasilkan (Oufput/keluatrin) yang
meliputi; demokrasi dan partsipasi
masyarakat desa yang transpatansi,
jujur dan bertanggungjawab,
pemerintahan lokal yang berdayaguna
dan bersih, penegakan hukum yang
bersih dan berwibawa, pendidikan
politik yang transparansi dan
bertanggungjawab, pelimpahan
kekuasaan daerah kepada rakyat desa
yang jelas, demokratis dan
bertanggungjawab.

Kemudian tujuan dan sasaran
terakhir dari Implementasi Demokrasi
dalam Otonomi Desa yaitu capaian
Outcomes (demokrasi yang betul-
betul menyentuh hatinurani
masyarakat desa) yang berdayaguna
dan tepatguna serta bermanfaat besar
bagi masyarakat desa tentunya. )

Selanjutnya, faktor-faktor
pendukung dan penghambat
implementasi demokrasi dalam
otonomi desa, meliputi:

1. Faktor pendukung, yaitu :
masyarakat desa bersifat mudah
bergaul, terbiasa bermusyawartah,
schingga dengan motivasi tertentu,
masyarakat desa dapat
mengemukakan pendapat yang
terbaik dan relavan dengan pokok
masalah yang dihadapi. Di desa-
desa cenderung mempunyai tokok-
tokoh masyarakat (figur pemimpin)
yang menjadi panutan, melalui
tokoh tersebut banyak keteladanan
yang pas dan pantas untuk
berdemokrasi. Terdapat LSM-LSM
yang saat ini tampil sebagai
pendamping upaya membangun
demokrasi di desa/dusun tersebut.
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Faktor penghambat, yaitu:
masyarakat desa umumnya kurang
tertarik untuk menggunakan
haknya dalam menentukan
kebijaksanaan pemerintahan desa,
dalam arti hak untuk berinisiatif,
kreatif, inovatif dan diskresi. Sebab
sudah terbiasa berdemokrasi
dengan model diarahkan untuk
menyetujui program-program dari
hirarki di atasnya (Sendika Dhawub
Jawa) Kebebasan berserikat,
berpendapat dijamin oleh UUD 45,
oleh masyarakat beserta perangkat-
perangkat desanya, kurang
dipahami secara sungguh-sungguh,
sehingga apabila muncul inisiatif
yang menjangkau kebijaksanaan
pemerintahan, sering menimbulkan
kecurigaan, walaupun setelah
memahami kecurigaan tersebut
hilang dengan sendirinya, Dalam
hal tertentu, arti demokrasi sering
diterjemahkan sebagai asal
ngomong, mau menangnya sendiri,
kalau diikud banyzk harus menang,
menyikapi sesuatu sebagai
kelompok kontra, oposan, sehingga
seringkali berakhir dengan keadaan
yang tidak obyektif. Selain itu, hal
yang berhubungan dengan undang-
undang, dan peraturan-peraturan,
walaupun tidak aspiratif, apabila
diupayakan pendekatan aspiratif
oleh rakyat/ masyarakat desa, LSM
atau organisasi tertentu sebagai
perwujudan demokrasi, oleh pihak
eksekutif maupun legislatif, hanya
ditanggapi secara basa-basi, sedang
hasilnya jauh dari yang diharapkan,
dan belum semua orang memahami
petbedaan pendapat, dalam arti
mencari solusi yang terbaik.

Representasi suatu pendapat
seringkali diidentikan dengan suara
tetbanyak (»ofing), padahal dalam
hal-hal tertentu suata terbanyak
tidak menjamin solidnya sebuah
keputusan.

Demokrasi itu hakekatnya
harus muncul daribawah  (Grass
Rood), bukan dipimpin dari
atas. Walaupun demikian, dari atas
perlu juga menyampaikan inisiatif
yang membangkitkan aspirasi dari
bawah, karena walaupun demokrasi
merupakan kedaulatan rakyat,
tetapi mampukah rakyat
memecahkan masalah yang
berhubungan dengan dirinya?
Inisiatif dapat saja dari bawah atau
dati atas terganmung konteksnya.
Karena untuk mencapai
kesejahteraan umum misalnya,
diperlukan tidak hanya kekuasaan
tetapi kepiawaian, keterampilan,
kebijaksanaan, politik dan segudang
pengetahuan. Kedaulatan rakyat
sebagai latar belakang penentuan
kebijakan publik harus
ditindaklanjuti dengan
spesialisasi/spesifikasi yang
beracuan kepada logika,
pengetahuan dan kepiawaian.

Rekomendasi kebijakan dalam
memecahkan masalah
implementasi demokrasi dalam
otonomi desa di desa-desa, yaitu
dengan mempertemukan kebijakan
produk dari demokrasi, dengan
logika, pengetahuan, dan
kepiawaian harus menjadi wacana
penentu pencapaian target
demokrasiitu sendiri.

Wahana menuju terwujudnya
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demokrasi di tingkat
Desa/dukuh/dusun yaitu
terbentuknya Parlemen Desa (BPD
atau lainnya) dengan kualitas dan
kuantitas yang relevan dengan
potcosi desa it sendiri. Itutah
demokrasi, yang berarti tidak mau
menang sendiri, tidak mengikuti
kemauan senditi yang didukung
orang banyak, tetapi berakar dari
kepentingan bersama untuk
mencapai kesejahteraan orang
banyak.

Kalau saat ini, upaya
menumbuhkan demokrasi dari
bawah menghadapi kendala-
kendala, itu wajar saja, karena belum
semua paham untuk
mengedepankan suara rakyat
Aparat yang ada sckarang pun
masih terbiasa menunggu “juklak”
dan “juknis”, walaupun peraturan-
peraturan telah diterbitkan, hal itu
wajar karena hakekat negara
hukum, semua kebijakan publik
harus ada legalisasi dan legitimasi.

Pokok pemikirannya adalah
mampukah rakyatdengan modal
suara untuk mengatasi semua
persoalan hidupnya, hanya dengan
kekuasaan? Acuan demokrasi di
negara Indonesia it yang mana?
petlu dipahami dahulu agar tidak
salah jalan.
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